TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGUPAHAN PADA PENGELOLAAN SWALAYAN 

BADAN USAHA MILIK DESA

(Studi Kasus pada BUMDes Tridaya Minosari Prima Di Desa Sriminosari 






TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG 
PENGUPAHAN PADA PENGELOLAAN SWALAYAN  
BADAN USAHA MILIK DESA 
(Studi Kasus pada BUMDes Tridaya Minosari Prima Di Desa Sriminosari 




















PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 
(MUAMALAH)FAKULTAS SYARIAH 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG         







TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG   
PENGUPAHAN PADA PENGELOLAAN SWALAYAN                             
BADAN USAHA MILIK DESA 
(Studi Kasus pada BUMdes Tridaya Minosari Prima Di Desa Sriminosari 







Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan MelengkapiSyarat-syarat Guna 
















Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. 
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I 
 
 
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 
(MUAMALAH)FAKULTAS SYARIAH 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG 







          
 Upah sangat penting bagi para pekerja yang telah melakukan pekerjaannya. 
Karena dengan upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 
Swalayan BUMDes ini juga memberikan kemudahan bagi warga masyarakat desa 
yang belum mepunyai biaya untuk memulai usaha bisnis berdagangnya yaitu dengan 
cara memberikan modal dulu berupa barang-barang dagangan yang langsung 
diberikan tanpa memberikan modal sepeserpun kepada swalayan BUMDes dengan 
jaminan menyetorkan uang setiap harinya kepada pihak swalayan tanpa minimum 
penyetoran, tetapi pada realitanya yang terjadi pada masyarakat adalah tidak mau 
memberikan setoran apapun kepada pihak swalayan dengan berdalih bahwa uang 
yang digunakan untuk pengembangan swalayan itu adalah uang dari Negara yang 
harus diberikan kepada rakyat 
Dalam Islam upah di berikan setelah buruh selesai bekerja sebelum 
keringatnya kering. Di dalam hal ini syariat Islam memikul tanggung jawab bagi 
kedua belah pihak. Pihak pekerja wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian 
dan pihak majikan wajib bertanggung jawab dalam pembayaran upahnya. Adapun 
pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu apakah faktor penyebab 
keterlambatan pengupahan pada pengelolaan swalayan BUMDes? Bagaimana 
tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang keterlambatan pengupahanpekerja 
di Desa Sriminosari Lampung Timur?  
 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab 
keterlambatan pembayaran upah pada SwalayanBadan Usaha milik Desa Sriminosari 
Lampung Timur dan untuk mengetahui apakah praktik pembayaran upah yang 
diterapkan sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang 
digunakan adalah sumber data primer dari hasil wawancara (interview), 
dokumentasi,dan observasi langsung dengan pemilik usaha maupun karyawan 
swalayan yang diteliti serta hasil dokumentasi dengan pengumpulan data yang ada 
kaitannya dengan objek penelitian data sekunder.Analisis data menggunakan 
deskripsi, dengan menggunakan metode induktif yakni menarik kesimpulan yang 
bersifat khusus. 
Dari hasil penelitian dan analisa mengenai faktor penyebab 
keterlambatanmenunjukkan bahwa praktik pengupahan karyawan yang ada di 
Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur mengalami keterlambatan dalam 
pembayaran upah karyawannya, yakni dikarenakan dana yang masuk ke swlayan 
tidak sesuai dengan rencana atau target keuangan yang ditetapkan pada setiap 
bulannya dan warung binaan BUMDes jarang menyetorkn uangnya kepada pihak 
swalayan. Upah yang harusnya dibayarkan setiap sebulan sekali, tetapi sering 
mengalami keterlambatan karena pembayaran upah yang ditunda sehingga hal ini 
bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif, dengan kata lain upah lebih 








ُهَما قَالَ اللهُ َوَعِن ابِْنُعَمَر َرِضَي   َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  اللِ : قَاَل َرُسوُل َعن ْ
َف َعَرُقوُ  رََاْجَرُه قَ ْبَل َأْن َيَِ  أَْعُطوا اَلِجي ْ
 
 
“Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda,  
“berikanlah kepada seorang pekerja upahnya  
sebelum keringatnyakering “.  
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A. Penegasan Judul  
Sebagai langkah awal untuk memahami dan untuk menghindari 
kesalahpahaman dalam memahami judul ini maka perlu menjelaskan beberapa 
kata yang menjadi pembahasan dalam judull ini, adapun judul skripsi yang 
dimaksud adalah Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Upah 
Dalam Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa 
Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampug Timur)Maka 
perlu memberikan batasan terkait istilah-istilah yang ada pada judul ini  
1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 
Tinjuan berarti pandangan atau pendapat, secara istilah tinjauan 
adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, 
pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan 
objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.
1
 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 
dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
2
Hukum Islam 
bisa juga disebut dengan aturan islam yang mengatur seluruh sendi 
                                                             
1
Hasan Alwi dan Dendi Sugono, telaah Bahasa dan Sastra (Jakarta:  Yayasan Obor 
Indonesia, 2002), h. 6 
2





kehidupan seluruh umat manusia. adalah pengetahuan tentang hukum-
hukum syari‟at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-
dalil yang secara terperinci.
3
 
Hukum Positif Merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang 
berlaku saat ini disebut juga ius constitutum yang berarti adalah kumpulan 
asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat 
secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau 
pengadilan dalam Negara Inonesia.
4
 
2. Sistem Upah Dalam Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa 
 Suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian 
membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu 
bidangUpah Dalam Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa. Upah 
adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh 
yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 
atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh 




                                                             
3
Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996) , 
h.23 
4
I Gede Panjta Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di 
Indonesia.(Bandung:PT. Alumni,2008),  h.56 
5




Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maksud judul skripsi ini 
adalah mengkaji praktek sistem upah pada Swalayan Badan Usaha milik 
Desa dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif di BUMdes 
Tridaya Minosari Prima Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. 
B. Latar Belakang Masalah 
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja maupun pekerja 
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan 
tujuan pembangunan. Maka diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk 
meningkatkan kualitas tenaga kerja/pekerja serta peningkatan perlindungan 
tenaga kerja/pekerja dan keluarganya sesuai sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan. Perlindungan tenaga kerja/pekerja yang dimaksud yaitu seperti 
menjamin hak-hak normative pekerja/buruh. Salah satu hak normative yang 
dimiliki pekerja/buruh adalah dibidang pengupahan dimana setiap pekerja/buruh 




Upah ini nantinya akan digunakan oleh pekerja/buruh untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya agar hidupnya dapat sejahtera. Masalah mengenai 
keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh diatur dalam Pasal 95 ayat (2) UU 
Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, “Pengusaha yang karena kesengajaan 
                                                             
6
I Made Udiana, et.al., 2015, Kewajiban Pengusaha Menyediakan Angkutan Antar Jemput Bagi 
Pekerja/Buruh Perempuan Yang Berangkat Dan Pulang Pada Malam Hari Di Bali dan Marine Park, 





atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan 
denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh. 
Masalah mengenai keterlambatan pembayaran upah juga pernah dialami 
oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tridaya Minosari Prima Labuhan 
Maringgai Lampung Timur. Informasi mengenai pernah terjadinya keterlambatan 
pembayaran upah  pekerja di Swalayan BUMDes didapatkan oleh penulis dari 
hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2020 terhadap salah satu pekerja yang 
bernama Mbak Riza, Dari hasil wawancara, diketahui bahwa lama waktu 
tertundanya pembayaran atas upah pekerjanya oleh swalayan yaitu sampai 1 
minggu lamanya. 
Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka 
pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha akan  
mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja 
kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan Ilmu 
Hukum Islam. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang 
dirugikan.Berkenaan dengan masalah keadilan ini, ada dua kata yang digunakan 
Al-Qur‟an, yaitu Al-Adl dan Al-Qisth. Di mana Al-Qisth juga bermakna Al-Adl 
Wa at-Taswiyyah atau justice.Nash-nash Al-Qur‟an yang menyebutkan keadilan, 
bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak 
tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah SWT berfirmandalam 




                       
            
 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S 
An-Nahl[16]: 90) 
 
Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa dalam melakukan kerjasama atau 
apapun dengan orang lain haruslah dilakukan dengan adil sehingga tidak terjadi 
yang namanya perselisihan dan permusuhan. Pengupahan karyawan atau buruh 
merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada 
karyawan.Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari 
bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan, karena gaji yang diterima 
karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu 
untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan yang lainnya 
sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi 
sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, 
hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling 
memahami kebutuhan masing-masing. 
Harapan dengan adanya BUMDes adalah pembentukan usaha baru yang 
berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi 
masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan 







 Hal ini sangat sesuai dengan Hukum Positif yang belaku 
dimasyarakat, jadi masyarakat mengetahui bagaimana sistem yang dijalankan 
dalam pengelolaan BUMdes Tridaya Minosari Prima tersebut, hal ini sudah 
dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 
              
      
“Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan 
ketaqwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan 
permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 
keras dalam hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Maidah[5]: 2) 
Pada BUMdes tridaya Minosari Prima hubungan antara karyawan dan 
pemilik modal terjalin sangat bagus, dari hal pengupahannya sendiri berbeda 
dengan pengupahan pada umumnya, patokan yang telah dipatok oleh swalayan 
dimanakaryawan bekerja tiap hari, sedangkan hasil upah dari pekerjaannya akan 
diberikan per bulan dan selalu tidak tepat waktu atau upah yang selau dibayarkan 
terlambat, dengan nilai yang tetap tanpa melihat seberapa besar kontribusinya 
dalam berproduksi tersebut.  
Swalayan BUMDes ini juga memberikan kemudahan bagi warga 
masyarakat desa yang belum mepunyai biaya untuk memulai usaha bisnis 
berdagangnya yaitu dengan cara memberikan modal dulu berupa barang-barang 
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dagangan yang langsung diberikan tanpa memberikan modal sepeserpun kepada 
swalayan BUMDes dengan jaminan menyetorkan uang setiap harinya kepada 
pihak swalayan tanpa minimum penyetoran, tetapi pada realitanya yang terjadi 
pada masyarakat adalah tidak mau memberikan setoran apapun kepada pihak 
swalayan dengan berdalih bahwa uang yang digunakan untuk pengembangan 
swalayan itu adalah uang dari Negara yang harus diberikan kepada rakyat. 
8
 
Hal ini dapat dilihat bahwasannya dalam memberikan sumbagsihnya 
kepada masyarakat Desa Sriminosari ada komitmen serius yang ditunjukkan oleh 
pihak BUMDes bagi para masyarakat pedesaan  dalam rangka membuat para 
pekerja tetap produktif dan usaha tetap berkembang, tentunya secara teoritis cara 
yang dapat dilakukan suatu unit bisnis atau usaha agar dapat berkembang adalah 
salahsatunya dengan cara memikirkan kesejahteraan tenaga kerja, oleh karena itu 
penulis ingin melihat bagaimana tata kelola yang dilakukan BUMDes ini lebih 
mendalam dengan melalui pendekatan terhadap karyawan-karyawan BUMDes. 
Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis bermaksud 
untuk melakukan penelitian dengan judulTinjauan Hukum Islam Dan Hukum 
Positif Tentang Sistem Upah Pada Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik 
Desa (Studi Kasus pada BUMdes Tridaya Minosari Prima di Desa Sriminosari 
Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur) 
 
                                                             
8






C. Fokus dan sub Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka fokus 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengupahan karyawan swalayan Badan Usaha Milik Desa 
Sriminosari Lampung Timur 
2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pengupahan karyawan 
Swalayan Badan Usaha milik Desa Sriminosari Lampung Timur 
D. Rumusan Masalah 
Dari uraian yang melatar belakangi penelitian di atas, maka disusun 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apa faktor penyebab keterlambatan pengupahan terhadap pekerja pada 
swalayan Badan Usaha milk Desa Sriminosari Lampung Timur? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang sistem 
pembayaran upah pada karyawan swalayan Badan Usaha milik 
DesaSriminosari Lampung Timur? 
E. Tujuan Penelitian 
Dari beberapa uraian rumusan masalah di atas penulis dapat merumuskan 
beberapa tujuan dari penulisan skrips ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan pembayaran upah pada 




2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang sistem 
pembayaran upah pada karyawan swalayan swalayan Badan Usaha milk Desa 
Sriminosari Lampung Timur 
F. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis 
Secara teoritis Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan 
sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan memberikan 
pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan 
sebagai bahan informasi bagi para pembaca tentang ilmu pengetahuan 
khsususnya dalam bidang Muamalah. 
2. Secara praktis 
a. Bagi Desa Sriminosari 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu 
mayarakat desa dalam memahami dan mengetahui mekanisme dan 
praktik yang sudah dijabarkan dan dijelaskan oleh penulis. 
b. Bagi Akademik  
Sebagai perbendaharaan bagi perpustakaan UIN Raden Intan 
Lampung, sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan 
di masa yang akan datang.  
c. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi 





terutama yang berminat untuk mengkaji tentang pemberdayaan 
masyarakat dalam meningkatkan pengembangan ekonomi melalui 
BUMDes 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Skripsi Kartika Siti Nurcahyanti “Keterlambatan pembayaran upah 
karyawan Home Industri Contruction Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten 
Wonogiri dalam perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 13 Tahun 
2003” skripsi tersebut menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam dan Undang-
undang No 13 Tahun 2003, praktik pengupahan yang terjadi di tempat usaha tidak 
bertentangan dengan hukum Islam maupun Undang-undang karena tidak terdapat 
keterlambatan mengenai sistem pembayaran upahnya. Sedangkan di tempat usaha 
bertentangan dengan Hukum Islam yakni termasuk ke dalam perbuatan yang 
dzalim seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat maupuan hadist, dimana 
ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak boleh gharar 
Karena tidak adanya penjelasandan dalam penentuan upah masih jauh dari 
ketentuan hukum Islam yang mengharuskan keadilan dan kelayakan , dan di 
dalam undang-undang bertentangan dengan pasal 95 ayat 2, sehingga pengusaha 
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Skripsi Siti Maesaroh Fakultas Syariah Univeritas Islam Negei Raden 
Intan Lampung  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek upah Buruh 
Cangkul”, penelitian ini meggunakan jenis penelitian lapangan Hasil penelitian 
ini adalah praktek upah upah ditangguhkan pada saat panen tiba oleh pemilik 
lahan kepada buruh cangkul. Upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba 
dengan upah yang berbentuk gabah dan belum memenuhi syarat dan akad upah 
kerja sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi 
yang di terima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan. Hal 
ini sangat tidak di anjurkan karenamengandung unsur gharar dan didalam Islam 
dilarang karena banyak mudhorotnya.
10
 
Skripsi Ahmad Nur Shodiq Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yoyakarta “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani 
Di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat”. Hasil penelitian ini adalah 
pelaksanaan pengupahan buruh tani dilakukan antara pemilik tanah dengan para 
buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya pada saat panen tiba, 
sementara terdapat hadits bahwa berikanlah upahnya sebelum keringatnya kering. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat  deskriptif analisis 
dengan menggunakan pendekatan normative, pelaksanaan pengupahan dengan 
cara di tangguhkan sampai masa panen tiba dengan cara mendapatkan 
kesempatan untuk ikut gacong/memetik hasil panen yang kemudian diberi 
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imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja ynag telah di lakukan 
sebelumnya. Pemberian upah ini menurut Hukum Islam di perbolehkan karena di 
dalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang 
sudah menjadi adat atau „urf bagi masyarakat setempat yang sering kali di 
lakukan dan hal ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat karena saling sepakat 
antara kedua belah pihak.
11
 
Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas menegaskan 
bahwa penelitian yang dilakukan oleh penelitian terkait dengan sistem 
pengupahan bagi karyawan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 
pada swalayan BUMDes Tridaya Minosari Prima Lampung Timur ini murni 
diteliti oleh peneliti dengan mengangkat masalah yang baru sehingga 
memeperlihatkan keoriginalitasan penelitian dengan perbedaan pada subyek, 
tempat, dan kerangka teori yang berbeda dari beberapa penelitian terdahulu. 
H. Metode Penelitian  
Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan 
langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematik. 
Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 
proses penelitian.
12
Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, 
penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk 
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mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk 
mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta tekhnologi.
13
 
Jadi bisa disimpulkan bahwasannya metode penelitian adalah ilmu ynag 
mengkaji ketentuan atau aturan  mengenai metode yang digunakan dalam 
penelitian.
14
 Untuk mencapai hasil yang diharapkan maka perlu adanyan metode 
dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh 
data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. 
Untuk maksud tersebut bab ini meliputi penelitian dan penyusunan mengambil 
sampel dari para pegawai dan perangkat desa setempat yang mewakili 
masyarakat desa Sriminosari. 
1. Jenis dan sifat Penelitian  
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalaha penelitian lapangan (Field 
Research).Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan 
dilapangan atau kepada Responen.
15
Tujuannya untuk memberikan 
gambaran mengenai sistem pengupahan pada pengelolaan swalayan 
badan usaha milik Desa Sriminosari Lampung Timur. Penelitian 
Kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, mengumpulkan 
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b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk menggambarkan seditai mungkin sesuatu yang menjadi objek, 
gejala atau kelompok tertentu. Dalam kaitannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang 
pengupahan pada pengelohan Swalayan Badan Usaha milik Desa 
Sriminosari di Lampung Timur.  
2. Sumber Data Penelitian 
Data yang didapat merupakan hasil dari wawancara, obervasi dan 
dokumentasi penulis dengan narasumber. 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya atau objek penelitian.
17
Menurut Susant Leo dalam bukunya, 
Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber 
data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.
18
Dalam penelitian ini, 
peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara, observasi, dan 
dokumentasilangsung dari tempat objek penelitian yaitu di Desa 
Sriminosari Lampung Timur. 
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b. Data Sekunder 
Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang 
dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau 
dokumen.
19
 Data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau 
digunakan oleh pihak-pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan atau 
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 
dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.
20
Sumber data sekunder 
yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan 
penelitian yang penulis lakukan, antara lain Al-Quran, Hadits, buku, 
kitab-kitab fiqih, skripsi dan literature-literatur lainnya yang mendukung. 
Dari macam-macam sumber data di atas, proses dan hasil penelitian ini 
diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan bagaimana pengupahan 
pada pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa. 
3. Popupasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau 
subyek yang  memmpunyai kualitas dan kaarakteristik tertentu. Populasi 
penelitian secara umum adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian 
atau hal menarik yang ingin peneliti investigasi. Populasi buan hanya 
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sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seliruh karakteristik atau 
sifat ynag dimiliki oleh subjek atau objek tersebut, dalam penelitian ini 
berjumlah 7 orang, yaitu 3 orang dari pekerja di swalayan BUMDes dan 
4 orang dari warung binaan BUMDes Tridaya Minosari Prima Labuhan 
Maringgai Lampung Timur. 
Dalam melakukan penelitian pada suatau populasi, digunakan 
sampel untuk mewakili populasi tersebut. Hal ini dikarenakan penelitian 
dengan menggunakan jumlah populasi secara keseluruhan akan 
memakan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar.  
b. Sampel  
Sampel adalah bagaian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tresebut untuk mendapata informasi dari setiap angggota 
populasi, peneliti harus menetukan sampel yang sejenis atau yang 
mewakili populasi dalam jumlah tersendiri.
21
  Menurut Suharmi 
Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka 
jumlah sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila jumlah 
penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 
10-15% atau 20-25% atau lebih.
22
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang di gunakan peneliti 
untuk mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu penelitiaan agar 
akurat dan sesuai dengan fakta dilapangan.Adapun teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan 
menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari 
sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian untuk 
mendapatkan data yang di perlukan dalam sebuah penelitian, adapun penulis 
menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Observasi 
Menurut S. Margono Observasi diartikan sebagai pengamatan 
dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 
penelitian.Sedangkan menurut Kunandar observasi adalah kegiatan 
pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek 
tindakan telah mencapai sasaran.
23
Observasi adalah pengamatan dan 
pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki, 
yaitu pengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan 
pencatatan gejala -gejala atau keunikan yang tampak pada obyek 
penelitian.Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat 
diulang, oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh tempat yang 
tepat.Tehnik ini digunakan supaya memungkinkan peneliti untuk 
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mengamatai secara langsung kejadian yang sebenarnya. Observasi 
dilakuakan pada masa dilapangan.
24
 
Observasi dilakukan dengan mencatat fenomena atau kejadian 
yang terkait dengan sistem upah pada Swalayan Badan Usaha milik Desa 
Sriminosari Lampung Timur, sebab dengan cara demikian peneliti dapat 
memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan 
untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian. 
b. Wawancara  
Wawancara dapat diartikan sebagai tekhnik pengumpulan data 
dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun 
melalui salauran media tertentu.
25
Wawancara (interview) adalah 
pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 
pewawancara (pengumpul data).Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti 
melakukan wawancara langsung dengan Pemilik, karyawan dan orang 
lain yang terlibat didalamnya untuk mendapatkan jawaban dari yang 
benar dari para informan. 
Dalam wawancara ini peneliti membutuhkan sebanyak mungkin 
informasi.Berdasarkan penjelasan dari sumber data di atas, kami pilih 
berdasarkan pada pelaksanaan yang berperan pada pelaksana BUMDes 
Tridaya Minosari Prima. Adapun pada saat melakukan interview peneliti 
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menggunakan alat bentu seperti kertas putih, ballpoint, dan alat perekam 
suara handphone Oppo A3S yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan 
beberapa aplikasi mendukung seperti kamera dan aplikasi perekam suara 
(Audio recording) dengan suara yang jelas. Tujuannya untuk 
mempermudah proses jalannya interview dengan transparansi data tanpa 
danya keraguan dari informasi yang diberikan oleh informan dan 
menghindari kekeliruan data. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah “mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 
surat, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan 
sebagainya.
26
Selain itu metode dokumentasi bisa diartikan sebagai 
metode pengumpulan data melalui dokumen sebagai sumber 
data.
27
Dalam penelitian ini, dokumentasi ini digunakan dalam melihat 
catatan anggaran pelaksanaan, foto atau sumber-sumber lain yang terkait 
dengan data yang menunjang dalam penelitian ini.Metode dokumentasi 
dalam penelitian ini merupakan sumber data primer untuk memperoleh 
data mengenai profil Desa Sriminosari, berikut kehidupan sosial, 
ekonomi maupun politik masyarakat Desa didalamanya dalam 
menjalankan aktivitas sehari-hari. Data yang diambil dalam metode 
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dokumentasi ini adalah berupa foto-foto yang diambil selama di 
lapangan, dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang terkait dalam 
penelitian ini. 
5. Teknik Pengolahan data 
Data-data yang telah terkumpul kemudia diolah, pengolahan data 
pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Memeriksa data ( editing) 
Yaitu memeriksa pakah data yang terkumpul sudah cukup 
lengkap, sudah benar, sudah sesuai atau relevan dangan masalah yang 
diteliti. 
b. Penandaan data (cording) 
Yaitu tenik pengolaan data dengan memberikan catatan atau 
tanda yang menyatakan jenis sumber data berupa buku literature atau 
dokumen, pemegang hak cipta (nama penulis atau penerbit) atau urutan 
rumusan masalah. 
c. Rekontruksi data (Reconstructing) 
Yaitu teknik pengolaan data dengan cara menyusun ulang data- 
data-data yang ada secaa teratur, berurutan dan logis sehingga mudah 
untuk dipahaami dan diinterpestasikan . 
d. Sistemasi data (systematizing) 
Yaitu teknik pengolaan data dengan menempatkan data sesuai 




6. Teknik Analisa data 
Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 
dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus 
dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami disi sendiri dan 
orang lain. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam dan 
hukum positif tentang pengupahan Swalayan Badan Usaha milik Desa 
Sriminosari lampung Timur. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan metode berfikir induktif Metode induktif, yaitu metode yang 
mempelajari suatu gejala yang atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum 
mengenai fenomena yang diselidiki. 
I. Sistematika Pembahasan  
Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika 
pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:  
Bab pertama adalah pendahuluan yang memaparkan tentang penegasan 
judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 





Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai 
pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang Pengertian 
upah (ujroh), bentuk-bentuk upah (ujroh), syarat-syarat upah (ujroh), rukun upah 
(ujroh), upah menurut hukum Islam, landasan Hukum Upa, hadits tentang upah, 
upah menurut Hukum Positif. 
Bab ketiga, pada bab ini diterangkan tentang deskripsi objek penelitian 
yaitu gambaran umum objek, sejarah berdirinya BUMdes, letak lokasi,, 
kependudukan dan keadaan sosial, sarana dan prasarana, visi dan misi, struktur 
pengurusan, penyajian fakta dan data penelitian . 
Bab keempat memuat menerangkan analisis data Penelitian, yang memuat 
analisis hukum islam tentang sistem upah pada pengelolaan swalayan, analisis 
hukum positif tentang sistem upah pada pengelolaan swalayan, dan temuan 
Penelitian. 
Bab kelima merupakan penutup.Bagian ini berisikan kesimpulan dan 
rekomendasi sebagai jawaban dari permasalahan dan saran yang digunakan untuk 









A. Upah Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Upah (Ujroh) 
Dalam pandangan Islam, upah masuk dalam pembahasan 
Ijaroh.Menurut bahasa, ujrah berarti upah atau pengupahan. Sedangkan 
menurut tata bahasa ujroh (اجرة) atau Ijaroh (اجارة) adalah yakni masdar sami‟ 
dari fiil ijara (اجر) dan ini menurut pendapat yang sahih.
28
Secara etimologis 
al-Ijarah berasal dari kata al-ajrun yang arti menurut bahasanya ialah al-
Iwadl yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.
29
 
Sedangkan menurut istilahnya upah adalah mengambil manfaat tenaga orang 
lain dengan cara mengambil ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu, 
dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai 
bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu 
pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah 
disepakati.
30
Pembayaran yang diperoleh dariberbagai bentuk jasa yang 
disediakan dan yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerjanya.
31
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Teori ekonomi, menjelaskan bahwa upah dapat diartikan sebagai 
pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada 
tenaga kerja oleh pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak 
dibedakan antara pegawai tetap dan pembayaran atas pekerja kasar yang tidak 
tetap. Sehingga dalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja tersebut 
disamakan dengan nama upah.
32
Upah diberikan kepada para tenaga kerja atau 
karyawan sebagai balas jasa yang diberikanya kepada pengusaha atau majikan 
yang memperkerjakan. 
Menurut Rachmat Syafei dalam buku fiqih muamalah Ijarah adalah 
 yaitu menjual manfaat.Ujroh atau upah berlaku umum atas setiapبيع المنفعة
akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil, 
maka pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas: 
a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti 
rumah, mobil, pakaian dan lain-lain. 
b. Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh 
seseorang (nafs), seperti seorang pelayan.
33
 
Menurut pandangan para ahli ekonomi, pengertian Upah adalah: 
a. Menurut Hasibuan, upah merupakan pengeluaran dan biaya bagi 
perusahaan-perusahaan dan mengharapkan upah yang dibayarkan 
memperoleh imbalan prestasi kerja dari tenaga kerja, sehingga nilai 
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prestasi tenaga kerja harus lebih besar dari upah yang dibayarkan 




b. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, upah merupakan sesuatu yang 
dipentingkan sebagai suatu yang sebanding dalam kepegawaian, hadiah 
yang bersifat uang merupakan upah yang diberikan kepada pegawai 
sebagai penghargaan dari pelayananya. 
c. Menurut Gary Dessler, upah tenaga kerja adalah setiap bentuk 
pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja yang 
timbul dari perkerjaan tenaga kerja itu sendiri. 
d. Upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional adalah suatu 
penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 
kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan 
menurut suatu persetujuan Undang-undang dan peraturan dan dibayarkan 




                                                             
34
Kaswan, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi,  ( 
Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2012), h. 175-176. 
35
Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono, Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan 






e. Muhammad dalam bukunya menjelaskan bahwa secara definitif bagi 
hasil/profit sharing diartikan sebagai distribusi dari berbagai bagian laba 
pada para pegawai dari suatu perusahaan.
36
 
Dari beberapa pengertian upah di atas, meskipun berbeda-beda 
termnya, tetapi maksudnya sama, yaitu pengganti atas jasa yang telah 
diserahkan pekerja kepada pihak lain atau majikan. Sedangkan bentuk upah 
bermacam-macam dari beberapa ulasan di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa upah memegang peranan penting bagi kehidupan pekerja, karena 
banyak para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari upah yang diterima, 
dengan kata lain, tidak ada manusia yang maumengerahkan tenaga atau 
jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus menerus atau dalam jangka 
waktu yang tertentu untuk kepentingan orang lain tanpa dibarengi dengan 
upah atau imbalan yang memadai. Penetapan upah ini tentunya berdasarkan 
kesepakatan antara pengusaha dengan karyawannya dari beberapa ulasan 
mengenai upah dalam konsep fiqih muamalah di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ujrah atau upah, adalah berupa pengambilan atau 
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a. Landasan Al-Qur‟an tentang Upah 
Ijarah merupakan akad jual beli yang diperolehkan, hal ini 
berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur‟an, Hadits, 
ataupun Ijma‟ Ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik 
akad ijarah adalah sebagai berikut: 
Q.S At-Thalaq ayat 6 
       
“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 
Maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Q.S At-Thalaq [65] : 6) 
Q.S Az-Zukhruf ayat 32 
                
                         
      
 
“Apakah mereka yang membagi bagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan 
sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, 
agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian 
yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf[43]: 32) 
Ayat tersebut merujuk pada keabsahan praktik ijarah Lafadz 
“sukhriyyan” yang terdapat dalam ayat di atas bermaksud “saling 






“supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal 




Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 233 
                  
                   
                   
                
                       
       
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang 
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan”. (Q.S Al-Baqoroh [2]: 233) 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang 
yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai 
dengan besarnya besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu 
kewajiban.Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan 
dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja 
hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah.Pemberian 
upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara 
kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan. 
Al-Qur‟an surat Al-Qashas ayat 26-27 
                       
                    
               
        
“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 
tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 
(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati 
kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk 







Ayat di atas menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan oleh 
Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang ayah kepada 
seseorang yang bekerja kepadanya, dan menjanjikan imbalan sesuatu 
dengan ketentuan waktu dan manfaat yang diterima oleh seorang ayah 
tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa “Berkatalah dia (Syu‟aib): 
“sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan puteri 
kedua ku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delan tahun jika 
kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari 
kamu. 
b. Landasan Hadits tentang Upah  
Nabi Shallallahu „alaihi wassalam juga memerintahkan 
memberika upah sebelum keringatnya sipekerja kering, dari Abdullah 
Bin Umar, Nabi SAW bersabda: 
ُهَما قَالَ اللهُ َوَعِن ابِْنُعَمَر َرِضَي   َصلَّى اللَُّو  اللِ : قَاَل َرُسوُل َعن ْ
َف َعَرُقوُ ْعُطوا أَ  َعَلْيِو َوَسلَّمَ  رََاْجَرُه قَ ْبَل َأْن َيَِ  اَلِجي ْ
 “Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum 
keringaknya kering “.(H.R. Ibnu Majah)
38
 
Hadits tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran 
bahwa jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih 
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dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum 
keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama 
mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.
39
 Ketentuan tersebut untuk 
menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah 
mereka tidak akan terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan 
tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan 
kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan 
kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan. 
ِد  ي ِع َس ُن  ْب ُب  َوْى ا  َن ثَ  دَّ َح يُّ  ِق ْش َم دِّ ل ا ِد  ي َوِل ْل ا ُن  ْب ُس  بَّا َع ْل ا ا  َن ثَ  دَّ َح
َم  َل ْس َأ ِن  ْب ِد  َزْي ُن  ْب لرَّْْحَِن  ا ُد  ْب َع ا  َن ثَ  دَّ َح يُّ  ِم َل سَّ ل ا يََّة  ِط َع ِن  ْب
لَّى  َص لَِّو  ل ا وُل  َرُس اَل  َق َل  ا َق َر  َم ُع ِن  ْب لَِّو  ل ا ِد  بْ  َع ْن  َع ِو  ي ِب َأ ْن  َع
وُ  َرُق َع فَّ  ََيِ ْن  َأ َل  ْب قَ  َرُه  ْج َأ رَي  ْْلَِج ا وا  ُط ْع َأ لََّم  َوَس ِو  ْي َل َع للَُّو   ا
“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al 
Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami 
Wahb bin Sa‟id bin Athiah As Salami berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 
dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah 
swa bersabda : “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang 





Hadis di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, 
agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, 
dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar 
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upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Rasulullah 
saw. pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu 
dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan. 
Hadits Riwayat Abdul Rozak 
ْيِو َوَسلََّم قَاَل االلَُّو َعْنُو أَنَّ النَِِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعلَ َأِِب َسِعْيٍد اخلُْدرِى َرِضَى 
رًا فَ ْلُيَسمَّ َلُو ُأْجَرَتُو )رواه عبدالّرزاق(  اْسَتْأَجرَاَِجي ْ
“Dari Abu Sa‟id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw 
bersabda: barang siapa mempekerjakan pekerja maka 
tentukanlah upahnya” (H.R. Abdul Razaq).
41
 
Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim 
اَم َأْجَرُه  )رواه البخارى و مسلم( َواَْعِطا ْحِتَجمُ اِ  اْلُْجَّ  
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu 
upahnya kepada tukang bekam itu”.
42
 
Maksud dari hadis di atas yaitu perintah untuk bersegera 
menunaikan hak karyawan setelah selesainya pekerjaan. Entah itu 
harian, mingguan, maupun bulanan, ataupun lainnya. Dan larangan 
menunda-nunda pembayaran upah karyawan, karena menundanunda 
pembayaran upah karyawan, bagi pengusaha yang mampu adalah suatu 
kezaliman. Karena memperlambat pembayaran upah dapat 
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menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja.Dari Abu Hurairah 
r.a. dari Rasulullah saw, beliau bersabda 
اْلِقَياَمِة َرُجٌل أَْعَطى ِب ُُثَّ َغَدَر قَاَل اللَُّو َثََلثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم 
َوَرُجٌل بَاَع ُحرِّا فََأَكَل ََثََنُو َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجريًا فَاْستَ ْوََف ِمْنُو وَََلْ يُ ْعِط 
(َأْجَرُه. )رواه البخاري  
“Allah SWT berkata, „Ada tiga macam orang yang 
langsung Aku tuntut pada hari kiamat, seorang yang membuat 
perjanjian atas nama-Ku lalu ia langgar. Seorang yang menjual 
orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan seorang 
yang mempekerjakan orang lain dan ia telah memperoleh 





1. Wajib memberi upah kepada pekerja apabila ia telah 
menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati bersama karena 
upah haris diberikan apabila pekerjaan telah selesai.  
2. Barangsiapa memperoleh manfaat dari pekerjaan orang lain, 
namun ia tidak memberikan upahnya, maka ia berdosa, seakan-
akan ia telah memperbudaknya. Karena ia telah memperoleh 
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c. Landasan Hukum Ijma‟ 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah 
dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Dasar Hukum Ijma‟ 
Sejak zaman sahabat sampai sekarang Ijarah telah disepakati oleh para 
ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama.Hal itu dikarenakan 
masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Manusia senantiasa 
membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain, ijarah 
adalah suatu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena 
manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali 
melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. 
Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi oleh manusia dan 
termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan 
agama. Konsep ijarah merupakan menifestasi keluwesan hukum Islam 
untuk menghilangkan kesulitan dalam hidup manusia. 
d. Ulama fikih  
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum upah atas 
ketaatan, berikut adalah pandangan para ulama Mazhab. 
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1. Mazhab Hanafi  
Upah atas ketaatan seperti seseorang mempekerjakan 
seseorang untuk untuk menshalati jenazah, membaca Alquran, 
azan, menjadi imam dan lain-lain adalah tidak boleh. Mengambil 
upah atas ketaatan haram berdasarkan hadis Nabi saw 
2. Mazhab Hanbali  
Tidak sah ijarah atas azan, iqomah, dan mengajarkan 
Quran, Fikih, Hadits. Haram mengambil upahnya. Namun mereka 
mengatakan boleh mengambil rezekinya dari baitul mal. Itu 
bukanlah kompensasi namun rezeki untuk membantunya dalam 
melakanakan ketaatan, hal itu tidak mengeluarkannya dari 
mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak menodai keikhlasan. 
3. Mazhab Maliki, Syafii dan Ibnu Hazm  
Mereka membolehkan untuk mengambil upah dari 
mengajarkan Alquran dan ilmu.  
Dalam Islam besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara 
pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk 
menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran 
upah tersebut.
45
  Pada swalayan BUMDes, upah yang diterima berkisar Rp 
700.000,00/bulan dan termasuk upah minimum, Berdasarkan Undang-Undang 
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan penetapan upah 
minimum adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja sesuai dengan 
kebutuhannya hidup minimalnya, oleh karena itu penetapan upah minimum 
didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada kenyataannya upah 
yang diterima oleh tenaga kerja di sebagian besar provinsi adalah lebih rendah 
bila dibandingkan dengan KHL. Kenaikan harga akan berakibat pada 
kenaikan KHL dan selanjutnya akan meningkatkan upah minimum.
46
 
Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 
1) Upah yang sepadan (ujrah al-misli) 
Ujarah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjaan 
serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai denagn jumlah nilai 
yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu disebutkan 
dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi pekerja dan 
penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu 
menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi 
pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka 
mereka harus menentukan upah yang dalam situasi normal biasa 
diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. 
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Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk 
menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun 
pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsure eksploitasi didalam 
setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif yang sepadan, 




2) Upah yang telah disebutkan (ujrah almusammah) 
Upah yang disebut ujrah al-musammah syaratnya ketika 
disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak 
yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan 
demikian, pihak musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih 
besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaiman pihak ajir juga tidak 
boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah 
disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib 
mengikuti ketentuan syara‟. 
Pandangan orang tentang tingginya upah boleh dikatakan tidak 
berubah, yaitu asal mencukupi.Namun, arti mencukupi sangat relative dan 
tergantung sudut pandang yang dipakai. Sisi lain dari mancukupi adalah 
kewajaran. Berapa sebenarnya tingkat upah yang wajar.Dalam sejarah 
pemikiran ekonomi dikenal berbagai Madzhab yang masing-masing 
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mempunyai kosep sendiri-sendiri tentang upah wajar.
48
Upah di definisikan 
sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-
jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan financial 
lansung yang diberiakan kepada karyawan berdasarkan jam kerja jumlah 
barang. 
Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah 
al-iwadl yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. 
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, 
antara lain adalah sebagai berikut: 
1) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang 
dimaksud dengan ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan 
disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang 
diketahui ketika itu. 
2) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah akad yang obyeknya 
ialah pertukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat 
dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. 
3) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga 
orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat tertentu.49 
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2. Rukun upah (ujroh) 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya.Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam 
melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka 
ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah, Misalkan membaca surah Al-Fatihah 
dalam shalat atau misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang 
membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. 




Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan menegenai 
rukun Ijarah yang terdiri dari : 
a. Sigah ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verba maupun dalam bentuk 
lain. 
b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan 
penyewa/pengguna jasa. 
c. Objek akad Ijarah, yaitu :  
1. Manfaat barang dan sewa atau;  
                                                             
50
Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih 






2. Manfaat jasa dan upah.51 
3. Syarat-syarat upah (ujroh) 
Syarat-syaratnya, sebagai berikut : 
a. Syarat In‟iqad, yaitu dua pihak yang berakad (aqidain) haruslah 
memenuhi syarat : 
1) Baligh (mumayyiz = 7 tahun)  
2) Berakal (tidak gila, dan mabuk) 
3) Bukan budak (orang yang belum merdeka)  
4) Tidak ada paksaan 
b. Syarat Sah 
1) Ridha aqidain, yaitu dua belak pihak yang berakad harus saling 
ridha. 
2) Jasa dan barang yang ditransaksikan harus halal. 
3) Ma‟qud „alaih (objek akad) harus ma‟lum (jelas diketahui)52 
Rukun dan Syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut: 
1. Mu‟jir dan Musta‟jir, yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa-
meyewa atau upah-megupah, mu‟jir adalah yang memberikan upah dan 
yang menyewakan, mus‟jir adalah orang yang menerima upah untuk 
melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu‟jir 
dan musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasarruf 
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(mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah SWT berfirman dalam 
surat An-Nisa ayat 29 
                  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. (Q.S An Nisaa ayat 
[4]:29) 
2. Shigat ijab kabul antara mu‟jir dan musta‟jir, jika ijab kabul upah 
mengupah misalnya seseorang berkata “kuserahkan kebun ini kepadamu 
untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp 5.000”, kemudian musta‟jir 
menjawab ”Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang 
engkau ucapkan”. 
3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Sesuatu 




Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad 
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada 
ketentuan penangguhannya, Ijarah pekerjaan dapat berbentuk khusus dan 
perserikatan yang berbentuk khusus adalah memekerjakan seseorang untuk 
suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, seperti pembantu rumah tangga, 
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sedangkan yang berbentuk perserikatan adalah memekerjakan sejumlah orang 
untuk suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, seperti buruh 
bangunan.
54
Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara 
berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i 
dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu‟jir 
menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir, ia berhak menerima 
bayarannya, karena penyewa (musta‟jir) sudah menerima kegunaan.
55
 
Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah, maka ijarah 
dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: 
a. Ijarah „ala al-manafi‟, yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah 
manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati. Dalam ijarah ini 
tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang 
dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara‟.  
b. Ijarah „ala al-„amaal ijarah, yaitu ijarah yang obyek akad-akad jasa 
atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. 
Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah  upah mengupah, karena itu 
pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh 
(ajir) 
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4. Bentuk-bentuk Upah 
Upah dalam teori Ekonomi Konvensional adalah suatu penerimaan 
sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk 
tunjangan,baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
56
Dalam hal ini, 
upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih 
banyak mengandalkan kekuatan fisik.Pembayarannya pun biasanya ditetapkan 
secaraharian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Kala sekarang 
kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata ujarah dengan “sewa-menyewa”, 
maka hal tersebut sebenarnya jangan lantas diartikann dengan menyewa suatu 
barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus pula dapat dipahami dalam 
arti yang luas. Ijarah ada 2 macam. 
a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian 
pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 
b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam Ijarah bagian 
ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.
57
 
Adapun pendapat lainnya mengemukakan bahwa Ijarah berasal 
darikata al-ajru yang berarti al-iwadlu (ganti).Dengan sendirinya, lafadz al-
tsawab (pahala) bisa dikaitkan dengah upah.Mengingat, al-tsawab merupakan 
imbalan atas sesuatu pekerjaan baik ijarah atau upah diartikan sebagai 
pemilikan jasa dari seorang ajir(orang yang dikontrak tenaganya) oleh 
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musta‟jir (orang yangmengontrak tenaganya).Ijarah merupakan transaksi 
terhadap jasa tertentudengan disertai kompensasi.Kompensasi imbalan inilah 
yang kemudian disebut ujrah. 
Hal demikian yang membedakan upah dan gaji dilihat dari sisi jenis 
pekerjaan dan teknis pembayarannya, dalam upah lebih kepada pekerjaan 
kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayarannya berdasarkan unit 
pekerjaan yang diselesaikannya, sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang 
menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan 
waktu tertentu. Hal-hal yang terkait dengan upah itu sendiri yaitu: 
a. Upah bersih    
Upah bersih merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada 
karyawan, berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
58
 
b. Upah borongan 
Upah borongan merupakan upah yang dibayarkan kepada 
karyawan tetapi bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) 




c. Upah harian 
Upah harian merupakan bayaran yang diberikan kepada 
karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila ynag bersangkutan 
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d. Upah lembur 
Upah lembur merupakan upah yang dibayarkan kepada 
karyawan yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja resmi yang telah 
ditetapkan atau padahari libur resmi.
61
 
e. Upah minimum 
Merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undangatau 
persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada 
karyawan. 
f. Upah wajar 
Merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang denganjasa 
yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.
62
 
Islam telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam 
penentuan upah karyawan,  dapun acuan dalam ketentuan Islam adalah 
sebagai berikut: 
a. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil. 
b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi 
berdasarkan apa yang dikerjakannya. 
c. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik. 
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d. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, 
seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional). 
e. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.
63
 
Gaji sebenarnya juga upah ,tetapi sudah pasti banyaknya dan 
waktunya. Artinya banyaknya upah yang diterima itu sudah pasti jumlahnya 
pada setiap waktu yang telah ditetapkan, dalam hal waktu yang lazim 
digunakan di Indonesia adalah bulanan. Di Indonesia ,gaji biasanya untuk 
pegawai negeri dan perusahaan-perusahaan besar. Jelasnya disini bahwa 
perbedaan pokok antara gaji dan upah yaitu dalam jaminan ketepatan waktu 
dan kepastian banyaknya upah namun keduanya merupakan balas jasa yang 
diterima oleh para karyawan atau karyawan. 
Upah adalah suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari 
pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atas jasa yang telah 
dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan 
yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam 
bentuk uang yang akan ditetapkan menurut suatu persetujuan. Sistem 
pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi karyawan. Hal ini 
juga akan berdampak bagi masa depan swalayan. Jika karyawan merasa puas 
dengan ketetapan yang ditetapkan swalayan, maka karyawan akan 
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menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, 
maka akan membuat kemerosotan swalaayan dalam hal produksi karena 
karyawan yang kurang maksimal 
5. Macam-macam upah (ujroh) 
Ijarah ada dua macam: 
a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian 
pertama ini, objek kadnya dalah manfaat dari suatu benda. 
b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian 
ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang.
64
 
Pendapat lain mengemukan kan ujrah berasal dari kata al-ajru yang 
berarti al-„iwadlu (ganti). Dengan sendirinya, lafadz al-tsawab (pahala) bias 
dikaitkan dengan upah.Mengingat al-tsawab (pahala), merupakan imbalan 
atas sesuatu pekerjaan baik.
65
 
Ujrah atau upah diartikan sebgai pemilik jasa dari seseorang ajir 
(orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta‟jir (orang yang mengontrak 
tenaga).Ijarah merupakan transaksi terhadapa jasa tertentu dengan disertai 
kompensasi.
66
 Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut ujrah , ajrun 
yang dapat dikaitkan dalam firman Allah dalam Surat At-Thalaq: 6 
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               
“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S Ath-
Thalaq [65]: 6)  
Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk uang, 
makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang ajir 
boleh dikontrak dengan sesuatu kompensasi atau upah berupa makanan dan 
pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang 
menyusui, seperti yang telah disebutkan dalam ayat diatas.
67
Upah (ijarah) 
adalah transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan 




6. Kewajiban dan hak Pekerja dalam Islam 
Kewajiban dan hak adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal 
balik dalam suatu transisi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi 
pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban suatu pihak menjadi hak bagi 
pihak lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaannya dalam 
hukum Islam.Kewajiban dan hak para pekerja hendaklah jelas agar para 
pekerja menjalankan pekerjaan-pekerjaan mereka sebagaimana mestinya dan  
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dapat dilakukan pengawasan terhadap para pekerja.
69
 
Adapun kewajiban pekerja diantaranya yaitu:  
1) Mengerjakan pekerjaan dengan hati-hati dan rajin dengan perhatian dan 
kemampuan yang semaksimal mungkin.
70
 
2) Jujur dan amanah dalam bekerja Islam menekankan kepada pekerja 




3) Mendalami agama dan profesi Mendalami agama merupakan kewajiban 
setiap muslim apapun profesinya. Menekuni dan memahami pekerjaan 
yakni pekerja dituntut agar senantiasa mengikuti dinamika kerja. Ia 
dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105: 
           
“Maka Allah akan melihat pekerjaan (amal) mu dan juga rasul 
serta orang-orang muslim.” (Q.S At-Taubah [9] : 105) 
Hak-hak pekerja atau ajīr ( اجير ) diantaranya yaitu: 
1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya 
menikmati kehidupan yang layak. 
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2) Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan 
fisiknya dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani 
pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam 
bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau keduaduanya. 
3) Dia harus diberi pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar 
biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. 
4) Penentuan layak harus di buat untuk membayar pensiunan bagi 
para pekerja. 
5) Para majikan harus di dorong mengeluarkan shodaqohnya 
(sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anakanaknya. 
6) Mereka harus membayar dari keuntungan asuransi pengangguran 
yang berasal dari dana zakat. 




B. Upah menurut Hukum Positif 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 tahun 
2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
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peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.73 
Sistem adalah unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 
membentuk suatu totalitas.
74
 Sistem Upah merupakan sistem perjanjian kerja 
yang dilakukan dan diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta 
pemerintah. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pemberian upah yang 
akan didapat oleh tenaga kerja dari pemilik usaha.Sistem upah menurut istilah 
merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan 
buruh atau karyawan serta pemerintah.
75
 
1. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja 
a. Hubungan Keja 
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,yang 
dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 
dengan pekerja/buruh yang perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 
pekerjaan, upah, dan perintah.
76
 Upah di atur dalam hukum positif di 
Indonesia diatur oleh ketentuan- ketentuan sebagai berikut: 
1) 1320 KUHPerdata tentang perjanjian. 
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2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya. 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud 
dengan upah adalah hak karyawan/buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain sebagai imbalan dari 
pengusaha kepada karyawan atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan atau buruh dan 




Sisi lain dari hubungan kerja tersebut dapat mengandung arti 
bahwa dalam menjalankan pekerjaanya, si buruh berada di bawah 
pimpinan majikan maka ia harus tunduk kepada majikan. Namun tidak 
berarti bahwa semua pekerjaan yang dilakukan atas dasar suatu 
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b. Perjanjian Kerja 
 Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
menentukan: “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, 
hak, dan kewajiban para pihak.
79
 Perjanjian kerja yang dibuat oleh 
pengusaha dengan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan 
perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat 
pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan. Demikian pula 
perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perusahaan yang dibuat oleh pengusaha.
80
 
2. Pengupahan dalam Hukum Positif  
Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak 
kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah menunjukkan 
penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang 
dilakukannya. Upah dapat diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai 
(seperti beras, gula, pakaian), atau dalam bentuk tunai natura. 
Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada 
tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan 
keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan 
menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas 
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Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 30 menyebutkan bahwa upah adalah hak 
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan. Hukum Positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, 
dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : “ Tiap-
tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan “. Dengan upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja 
atas jasa yang diberikan haruslah upah yang wajar.
82
 
3. Kewajiban dan Hak Pekerja dalam Undang-undang 
a. Kewajiban Pekerja 
Adapun kewajiban pekerja/buruh antara lain seperti melakukan 
pekerjaan patuh terhadap petunjuk dari si pemberi kerja atau majikan, di 
samping itu pekerja/buruh wajib menjaga rahasia perusahan dan juga 
berdasarkan pasal 167 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh wajib bekerja 
sampai batas waktu usia yang ditentukan oleh perusahaan dan pasal 168 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerja/buruh harus bekerja, 
tidak boleh mangkir dari pekerjaan selama 5 hari berturut-turut tanpa 
alasan yang jelas dan tertulis. Selain itu, kewajiban pekerja/buruh juga 
dijelaskan sebagai berikut antara lain: 
1) Memahami, mengetahui dan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip 
dalam bekerja termasuk mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, 
berpartisipasi dalam pelatihan, dan lain-lain. 
2) Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip 
ketenagakerjaan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja.  
3) Serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan 
ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
83
 
b. Hak Pekerja 
1) Hak atas upah yang adil, yang paling utama bagi pekerja yakni 
pemenuhan upah sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena setiap 
pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal ini termuat dalam 
Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.  
2) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja. 
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3) Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, 
berdasarkan Pasal 86 (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk 
memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja”. Pekerja dalam 
melakukan kewajibannya juga harus mendapatkan jaminan 
kesehatan dan juga keamanan selama melakukan pekerjaan yang 
digelutinya. Terutama dituntut kepada perusahaan yang bergerak 
dalam bidang kegiatan yang penuh resiko. 
4) Hak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, termuat di dalam 
Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan 
bahwa “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh 
jaminan social tenaga kerja”. 




4. Kewajiban dan Hak Pengusaha dalam Undang-Undang 
a. Kewajiban Pengusaha Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan Pasal 92 yang menjadi kewajiban pengusaha 
untuk memberikan kepastian pendapatan dan penyesuaian dengan 
perkembangan tingkat kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu 
pengusaha wajib: 
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1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah berdasarkan 
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. 
2) Melakukan peninjauan upah secara berkala Pengusaha wajib  
melakukan peninjauan secara berkala dengan memerhatikan 
kemampuan perusahaan dan produktivitas. Sementara itu, kewajiban 
tambahan pengusaha yakni memberikan surat keterangan kepada 




b. Hak Pengusaha 
1) Berhak atas hasil pekerjaan atau usahanya. 
2) Berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja. 
3) Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 




Dalam hal pembayaran upah, pangusaha dan karyawan/buruh dapat 
melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, cara, dan tempat 
pembayaran upah yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja. Menurut 
pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 jangka waktu pembayaran upah secepat-
cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan 
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sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu 
minggu.Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, 
maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 
KEP.102/MEN/VI/2004 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai 
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